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PERATURAN BUPAn PANGKAJENE DAN KEPUIAUAN 
NOMOR : 24 TAHUN 2014 

T E N T A N G  
PfRUBAHAN KmGA PfRATURAN I 

. NOMOR 51 TAHUN 2013 TENT ANG PE:t:,,.�",.NGKAJENE DAN kEPUlAUAN 
• BEi.ANJA DAERAH TAHUN A2��:ARAN PfNDAPATAN DAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPAn PANGKAJENE DAN kEPUlAUAN 

• 
Menhnbang 

Menglngat 

a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawalan dan Diktat Daerah 
Nomor 027/532/Bl(J(/2014 tanggal s mel 2014 penhal Pergese,an AP80 
BKDO Tahun Anggaran 2014. 

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Sadan Ungkungan Hidup Nomor 
581/V/BLH tanggal 28 Mel 2014 perihal Usulan Perubahan Keglatan. 

c. Bahwa befdasarkan tetaahan staf Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 042/030/BPBO/lV/2014 tanggal 
16 April 2014 perihal Pennohonan Bantuan Penanganan Oarurat Karban 
Bencana Alam. 

d. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud huruf a, b, dan 
huruf c dlatas maka pertu menetapkan dengan Peraturan Bupatl 
Pangkajene dan Kepulauan. 

! 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tlngkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 1822}; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang� 
undang Nomor 12 Tahun 1985 tenta1"19 Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagalmana telah dk.Jbah clengan 
Undang·Undang Nomor 12 Tahun 1994 (U!mbaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia 
Nomor 3569); 

3. Uodang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ne:Qara 
yang Berslh dan Bebas dar1 Korupsl, Kolusl dan Nepotlsme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk lndones� Nomor 3851); 

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak At.as 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republfk Indonesia Tahun 2000 
Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3989); 

s. Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara R.epubllk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan L.embaran 
Negara Republlk Indooesia Nomor 4296); 

6. Uodang-Unctano Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2004 Nomor 5, tambahan 
Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang·Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentano Pemerlksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesla 



Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang S!stem Perencanaan 
Pembangunan Naslonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik .Jndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir clengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844) 

10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 
Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah NomOf 65 Tahun 2001 tentang Pajak Oaerah 
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia NOIT\Or 4138); 

14. Peraturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Oaerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2QOS Nomor 139, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4Sn); 

18. Peraturan Pemerint.ah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan St.andar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 NOfl'lOr 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan at.as penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerint.ah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keoangan dan 
Kinerja Instansi Pemerint.ah ·{Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 
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Menetapkan 

22. Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penvusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahon 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); , 

23. Perah?n Pemerint&h Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansl 
Pemenntahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5165); ' 
24. Peraturan Menteri Dalam Nege,1 Ncwnor 13 Tahon 2006 tentang Pedoman 

Pengek)laan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan 
Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2011 (Berb Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Da1am Negeri NOfTIOr 25 Tahun 2009 tentang f>edoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahtx1 Anggaran 
2010; 

26. Peraturan Oaerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 
2005 tent.ang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPO) 
Kabupaten Pangkajeoe dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daer.th 

Tahun 2005 Nomor 5); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan t<epulauan Nomor 6 Tahon 
2005 tent.ang Rencana Pembangunan Jangka Meoengah Daerah (RPJMD) 
l<abupaten Pangtcajene dan l<epulauan Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah 
Tahun 2005 Nomor 6); 

28. Peraturan Bupatl Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahtxl 2008 tentang 
Pokok·Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 11); 

29. Peraturan Gubemur SUiawesi Se!atan Nornor 9 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provlnsi SUiawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Pendidlkan Gratis Provins! SUiawesi Selatan. 

30. Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 169/l{Tahun 2014 tentang 
Alokasl Anggaran Bantuan� Pelayanan Pendldikan Gratis Pert.ahapan 
Perkabupatenjt<ota Provinsl SUlawesf Selatan Tahun Anggaran 2014. 

31. Peraturan Menteri Ungkungan Hldup Republik Indonesia Nomor 09 Tahon 
2013 tentang Petunjuk Teknls Pemanfaatan Dana Alokasl Khusus Bidang 
Ungkungan Hldup Tahun 2014. 

32. Peraturan Daerah t<abupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah K.abupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (lembaran Daerah Tahun 
2013 Nomor 11); 

33. Peraturan Bupatl Pangkajene dan kepu1auan Nomor 51 Tahun 2013 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 
102); 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN t<ETIGA PERATURAN BUPATI 
PANGKAJENE DAN KEPUlAUAN NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA 0AERAH TAHUN 
ANGGARAN 2014. 
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BAB l 

KETEtffiJAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati fnl yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
2. Pemerlntah Oaerah adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan Perangkat 

Oaerah sebagaf unsur penyelenggaraan Pemerlntah Daerah. 
3. Bupatl adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan. 
4. Daerah Otonom, selanjutnya dlsebut daerah aclalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyal batas·batas wllayah yang berwenang untuk 
mengurus dan mengatur kepehtlngan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan asplrasl masyarakat dalam slstem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dlnllai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang bemubungan dengan hak 
dan kewajfban tersebut. 

6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan keglatan yang meliputl 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 
dan pelaksanaan keuangan daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dlslngkat APBO adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan dltetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dislngkat SK.PD adalah 
perangkat daerah pada \ Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKO 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang se1anjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja perangkat pengelo1a keuangan daerah yang selanjutrlya 
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyal tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertJndak sebagal bendahara umum daerah 

11. Pinjaman daerah adalah semua transak.sl yang mengaklbatkan daerah 
menerlma sejumlah uang atau menerlma manfaat yang bemilat uang darl 
plhak lain sehlngga daerah dlbebanl kewajiban untuk membayar kembali. 

12. Utang daerah adalah jumalah uang yang waJlb dibayar pemerintah daerah 
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilal dengan uang 
berdasarkan peraturan penmdang-undangan, perjanjian atau berdasarkan 
sebab lalnnya yang sah. \ 

13. Dana cadangan adalah dana yang disislhkan guna mendanai keglatan yang 
meme1ukan dana relatif besar yang tldak dapat dipenuhl dalam satu tahun 
anggaran. 

14.Sisa Lebih Perhltungan Anggaran yang selanjutnya dlsingkat SILPA adalah 
selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode 
anggaran. 
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Pasal 2 

"-----ran Pendeoaten dan Belan;,. o h T ---· � uuiAtt aera ahun An aran 2014 vano berubah terdlri darl: 
llfJtfHING SHEWM P'l!IUl9AHAM SITllAH l'DIUMH.Ut Sh.151M 

• PVCIAl't.TAN 

• • •  

l,04],794,llg,696.oo l,Q,43,7'4,IU,696.00 . .. 

l"fHOAIIAT"" ASU DM1VJ1 

l. I. I ' 

lll,745,781,618.00 111.745,787,61&00 000 

--- 
62, 909,499, l 95.00 62,909,49!1,195.00 , ... 

1. l. 2 Hnll Rl01blitl 0.,111 33,29'1,680,923.00 ll,2"',6I0,92l.OO , .. 

1 . 1 .  l  111111  �  Kd:.ly- �b� ....... l,]S0,000,000 00 8,]50,000,000.00 

1 . 1 . 4  

, ... 

��,l,ilO.ill�SIII 7,ltl,607,SOO 00 7,Ul.607,500.00 

.., OMA l'fllIMIANc..t.JI 

, ... 

73S.49l,2t7,SSI.OO 735,4'3,267,SSS.00 , ... 

1.2 .  
• 

� Hnl '9)llrJli,gl Hnll lk*III ,..� l9,S26,787,5SI.OO l9,526,117,S5&.00 , ... 

1.2 .2 

--- 
623, 411, 9!!0,000.00 W,418,9!!0,0DO.OO , ... 

I. 2. l ............... 72,5'17,4911,000.00 12,.547,490,000.00 , ... 

.., !JJN-LAlN "IC)UATM DAf:MM T'.u«I SAN 196,5'15,064,520.00 I 96, 545,064,520.00 ... 

I. J, I 

-- 
1,402,060,000.00 1,402,.060.000.00 oro 

!. a. l DIIII 8lgl Hnl '-Jilt Dir! - din l'lrnemUlli ONt,.., � ll.000,000,000.00 ll,000,000.000 00 , ... 

1 . l . 4  Dini� dilnOlonolrnl io-. . 147,'17,0'!7,000.00 147,417,047,000 00 , ... 

1 . 3 . S  lllnb.9I  �  Dlrl  PRMMI IUU � DNrlll  L11ff1!1 16,1Z5.9S7,S20.00 16,725,957,520.00 ... 

' 
H....,. l,OS,,240,9211,237.00 l,o61,386,992,J9UIO 2,1"6)164,151.00 

' . ' 
leLAfOA ntl,tJ( LAHCisuttG 563, 153,Sl-3, 776.25 56J,312,7l5,97'6.25 (&41,111,IOO.OO) 

L I . I  

-- 
537 ,IIXI, '185, 191.2$ 5J7,80Q,556,l91.2S n,200.00 

2 . , .  2  
_ ..... 100,oao,000.00 100,000,000.00 , ... 

2. l . 4  

-- 
l,JS0,000,000.00 ],JS0,000.000 00 .... 

2 . 1 .  S  

--- 
2,4]11,.2$0,000,00 2,4311,lSO,OOO.OO ... 

a. 1 ,6 _,. 11191 Hnl it.s>idl � din l'lmetlntill 0ew l47.68S,OOO.OO 3'17,US,000.00 .... 

l. I. 1 llelln}l - � Keplell � dln  16,117,0.l,s&S.OO 16,117,4]],515.00 .... 

�----o,,,ParUIPdtt 

2 . 1 . 1  kllr'4I  'l1dtk  T  illdugll  
2.000.000.000.00 1,15,8,811,000.00 (141,IM,000.00) 

,., 
�- ' 

496,0'7,074,460.75 49'l,074,2S6,4 I 7, 75 2,917,111,957.00 

2. 2.1  

-- 
48,II01 ,.296,931.CIO 48,885, 446, 9J I ,Oil (21,85Cl,000.00) 

a , 
' .'  

....,,.  llltq  dlll  J&sl  
J8',05S,600,lll.7S 187,412,96',l 18.75 l,]57,)64,000.00 

•• 
,., 

_ .... 161,12,1.1n,411.oo 162,775,145,368.00 1,65l,667,9S7.00 

SUN't.US / (DEflSlT) (15,456,IOl.�l.00) (17,602,872,698.00) (2,1"6,0io4,!S7.00) 

, . .  l'OLDUM.t.t.N rlM•IAYAAN W.OlAH !S,9S6,II08.S'41.00 IS, I Ql,812,698..IIO 1, 146,(164,151.00 

]. I. I !ililLdl...,..,,.....� ... ,.......�� 
is,956,eo&.54 t,oo 19.102,871.698.00 2,146,GM,151.00 

,., "NC.ll.U.uAN KMUAY ........ OAlllNt 
soo,000,000.00 soo,ooo.ooc.oo ,.oo 

) . 2 . )  _,..., ......... 
S00,000,00Q,00 soo,000.000.00 coo 

-IAYMM ""'" 
l5,4S6,II08,S'41.00 17,60l,171,698.00 2, 146.(164,151,00 

SISA LlUM ,tMUAYAAN � TAHUM RIU(IM.v.N ,.oo ,ro , ... 



Pasal 3 

· · A R S J P  
BAGlAN HUl<UM 

' 
Rlngkasan Penjabaran APBD sebagalmana dimaksud Pasal 2 tercanb.Jm dalam Lampiran 1 Peraturan 
Bupati lnl; 

BABil 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupatl ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketenb.Jan perab.Jran perundang - undangan 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal diurxlangkan. 

Agar setlap orang mengetahulnya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Bupati inl dengan 
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Dltet.apkan di Pangkajene 
Pad a tangga1 -z. Jw.i Z..'1 

Tl 

N. KEPULAUAN, 

YAMSUDDIN A. HAMID 

Diundangkan di Pangkajene 
Pada Tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

� 
ANWARRECCA 

SERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2014 
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